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Pendahuluan
Jalan sebagai infrastruktur yang sangat penting serta peran utama
dalam menunjang aktivitas masyarakat Indonesia. Sangat
dibutuhkan peran pemerintah untuk menciptakan evektifitas
infrastruktur jalan untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang No 2
tahun 2022 pada pasal 11 setiap Jalan harus memiliki bagian-
bagian Jalan salah satunya ruang manfaat Jalan. Namun dalam
pembangunan infrastruktur Jalan hal tersebut banyak
dikesampingkan, sehingga para pejalan kaki tidak mendapatkan
fasilitas menyebabkan para pejalan kaki tidak mendapatkan hak
nya sehingga mereka berjalan dalam jalan bercampur dengan
arus kendaraan dan menyebabkan resiko kecelakaan yang tinggi
dan tidak mendapatkan keanyamanan dan jaminan
keselamatan.
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Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum

terhadap hak pejalan kaki di Indonesia

pasca disahkannya Undang-Undang No 2

Tahun 2022?



4

Pertanyaan Penelitian

• 1. Sudahkah para pejalan kaki di Indonesia mendapatkan hak-
nya? 

• 2. Sistem peraturan yang disediakan dengan infrastruktur yang 
ada apakah sudah memberikan perlindungan serta fasilitas
pada pejalan kaki?
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Metode
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis
sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan
(Statue Approach) dengan mengkaji pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Jalan serta Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Undang-Undang No 22 tahun 2009 dan juga
menggunakan pendekatan sosiologis dalam bentuk wawancara
yang bertujuan untuk mengetahui kondisi secara langsung
infrastruktur yang ada.

Sumber data sekunder berupa hasil wawancara, buku, jurnal-jurnal,
artikel ilmiah atau sumber bacaan yang mirip serta sesuai pada
pembahasan dengan menerapkan metode studi kepustakaan.
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Hasil Dan Pembahasan

• Jalan memiliki peran penting maka harus direncanakan, dibangun,

dan dipelihara dengan baik oleh pemerintah. Dalam konteks

keselamatan jalan raya, pejalan kaki didukung oleh undang-undang

dan regulasi lalu lintas untuk melindungi hak-hak dan memastikan

keselamatan mereka, namun masih terdapat banyak kekurangan

dalam penerapan dan pembangunan fasilitas yang tidak merata

menjadi factor utama dalam pemenuhan hak pejalan kaki serta

keamanan dan keselamatan pejalan kaki masih menjadi masalah

yang belum sepenuhnya teratasi.
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Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Indonesia 
Sebelum Disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 
• Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (UU LLAJ). Hak-hak pejalan kaki terkandung dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat 1 yang menyatakan

bahwa mereka berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat

penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Namun masih banyak fasilitas

yang belum memadai sehingga mengakibatkan pejalan kaki terpaksa

menggunakan jalur yang sama dengan kendaraan bermotor.
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• Ditunjukkan dengan data dari laman Global Road
Safety Facility, kematian pejalan kaki di Indonesia
sebesar 38% dari 31.282 atau sebanyak 11.887
kematian di jalan raya yang dilaporkan pada tahun
2016. Kurangnya tanggung jawab pemerintah
dalam pemenuhan hak serta kewajiban pejalan kaki
dikarenakan fasilitas yang tidak memadai.
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• Meskipun UU No. 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi hak-hak

pejalan kaki, namun aturan tersebut kurang efektif dalam realitasnya, karena

factor terutama pada fasilitas pendukung. Kurangnya fasilitas yang memadai

membuat para pejalan kaki tidak dapat keamanan,kenyamanan,perlindungan

serta pemenuhan atas haknya, maka untuk pemenuhan hak serta kewajiban

pejalan kaki harus diberikan fasilitas yang memadai dan dibutuhkan

pemenuhan fasilitas pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan

pejalan kaki.
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Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Indonesia 
Setelah Disahkannya UU No. 2 Tahun 2022

• Karena UU LLAJ dinilai masih kurang efektif dan masih minim
untuk memberikan kepastian hukum pejalan kaki, maka untuk
pejalan kaki dapat memenuhi hak dan kewajiban tersebut yaitu
dengan memperhatikan factor yang mempengaruhinya salah satunya
fasilitas yang tersedia masih minim. Untuk memenuhi kebutuhan
tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Undang -Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Jalan yang focus undang-undang tersebut
terhadap infrastruktur jalan termasuk pengelolaan,pengawasan serta
pembangunan.
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• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan diharapkan
dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi jalan di Indonesia dengan
mengubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 .
Fokus utamanya adalah pada keselamatan, keamanan, dan kualitas
lingkungan jalan. Peraturan ini memperbarui definisi "Jalan" dan
"Pembinaan Jalan" untuk mencakup fasilitas pejalan kaki seperti
trotoar, serta memperhatikan keselamatan dan kenyamanan
pengguna jalan. Pembaruan ini mencakup perhatian khusus terhadap
fasilitas pejalan kaki, seperti trotoar, serta aspek pengelolaan,
pengawasan, dan pembangunan jalan.
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• Merujuk pada data tahun 2023 dari Korlantas Polri menunjukkan
bahwa kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki sebanyak 10.428
korban di seluruh Indonesia dan korbannya sering kali menghasilkan
cedera serius bahkan kematian. Data yang didapatkan ini
menunjukkan bahwasannya perhatian khusus terhadap pejalan kaki ini
harus terus ditingkatkan karena pejalan kaki merupakan pengguna
jalan yang sangat rentan, dengan adanya Undang-Undang No 2 Tahun
2022 memberikan kepastian hukum pada pejalan kaki untuk dapat
memenuhi haknya karena undang-undang tersebut memberikan
penjelasan terhadap pembangunan jalan dengan memberikan
keamanan dan keselamatan untuk para pengguna jalan.
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Undang-undang jalan memberikan kepastian pada
pembangunan jalan walaupun masih belum merata
dan masih belum optimal namun telah memberikan
dampak yang sangat baik. Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Jalan di Indonesia diharapkan
dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan
pejalan kaki melalui pembaruan definisi dan
ketentuan terkait infrastruktur jalan.

Data pada tahun 2016 sebesar 38% pejalan kaki dari 31.282

kecelakaan di Indonesia yang artinya sebanyak 11.887 pejalan

kaki mengalami kecelakaan, Setelah disahkannya Undang-

Undang Jalan menunjukkan penurunan data pada tahun 2023

sebanyak 10.428 pejalan kaki menjadi korban kecelakaan.
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Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Pembangunan Infrastruktur
Jalan di Indonesia (Studi kasus di Sidoarjo)

• Pada banyaknya pembangunan
atau pelebaran jalan pada
Kab.Sidoarjo pembangunan
tersebut juga dibersamai dengan
pembangunan fasilitas pejalan
kaki yaitu trotoar, hal ini
memberikan dampak yang sangat
baik pada kondisi infrastruktur
jalan dan trotoar yang semakin
bagus dan layak
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• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo memiliki
rencana jangka panjang untuk memperbarui dan meningkatkan infrastruktur
trotoar dengan perencanaan pembangunan jalan bebarengan serta
menyesuaikan aturan yang ada pada Undang-Undang 2 Tahun 2022. Dan juga
melakukan pemeliharaan trotoar serta memiliki rencana program-program
baik di beberapa ruas jalan kabupaten untuk meningkatkan kenyamanan dan
keselamatan pejalan kaki,terbukti pemerintah memiliki program inisiatif
khusus adanya peningkatan fasilitas pejalan kaki pada jalan raya ponti dari
lebar 2 meter ditingkatkan ke 6 meter hal ini bertujuan untuk meningkatkan
keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.
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• Upaya pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk memastikan infrastruktur trotoar

di Sidoarjo sendiri sudah sangat sesuai dengan kebijakan nasional tentang

standar nasional ukuran yang telah diatur oleh Kementrian PUPR pada Surat

Edaran NOMOR: 18/SE/Db/2023 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN

TEKNIS FASILITAS PEJALAN KAKI dimana pedoman tersebut beracuan

normatif pada Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan dengan

bertahap. Pemerintah daerah Sidoarjo sendiri sudah berkoordanisasi hingga

berkolaborasi dengan pemerintahan pusat dalam pembangunan jalan terkait

hal tersebut pembangunan beberapa Fly Over serta Frontage Road dengan

menyertakan bagian-bagian jalan yang diantaranya ada ruang manfaat jalan

yaitu fasilitas pejalan kaki ialah trotoar
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KESIMPULAN
• Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Jalan telah menetapkan kerangka regulasi yang

lebih jelas dan terfokus untuk perlindungan hak pejalan kaki melalui penyediaan dan
pemeliharaan infrastruktur Jalan terutama pada bagian Jalan Ruang Manfaat Jalan jalur
pejalan kaki trotoar yang aman dan nyaman, setelah disahkannya Undang-Undang Jalan
menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap hak pejalan kaki. Banyak
pembangunan atau pelebaran jalan baru dengan trotoar serta revitalisasi trotoar tersebut di
berbagai kota-kota besar di Indonesia salah satu contoh pada Sidoarjo dengan standar
nasional yang sesuai dengan aturan atau regulasi standar untuk menciptakan
keamanan,kenyamanan sehingga memberikan perlindungan terhadap pejalan kaki, hal ini
menunjukkan bahwa Undang-Undang Jalan sangat berpengaruh baik untuk pemenuhan Hak
pejalan kaki dan dalam implementasinya secara bertahap untuk pembangunan trotoar secara
merata dalam setiap kota, maka pejalan kaki di Indonesia sudah mulai mendapatkan
perlindungan terhadap Hak nya dalam berlalu lintas dengan menikmati bagian jalan yang
diperuntukannya dan para pejalan kaki sudah mulai mendapatkan Hak nya walaupun belum
maksimal.
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